
ABSTRAK 

 

Pada faktanya (factual problem) saat ini masih terdapat notaris yang secara 

sengaja masih menjalankan jabatannya diluar tempat kedudukan dan wilayah 

jabatannya yang bukan dengan alasan keadaan darurat (inkonsistensi). Hal 

tersebut akan berdampak atas akta yang dibuat kehilangan kekuatan pembuktian 

sebagai akta autentik. Penelitian ini mengkaji penerapan keadaan darurat atas 

kewenangan notaris praktek membuat akta wasiat di ruang ICU Rumah Sakit. 

Rumusan malah penelitian ini bagaimanakah pengaturan keadaan darurat di 

Indonesia? Dan bagaimanakah kewenangan notaris sebagai pejabat umum pada 

keadaan darurat praktek penandatangan akta wasiat pasien di ruang ICU rumah 

sakit? Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh jawaban atas permasalahan 

dalam penelitian ini yaitu : menganalisis dan mengkaji pengaturan keadaan 

darurat di Indonesia dan untuk menganalisis kewenangan notaris sebagai pejabat 

umum pada praktek penandatangann akta wasiat pasien di ruang ICU rumah sakit. 

Hasil analisis penulis terkait pengaturan keadaan darurat di Indonesia adalah 

tujuan pembentukan perundang- undangan adalah mengatur dan menata 

kehidupan dalam suatu negara agar masyarakat yang diatur oleh hukum itu 

memperoleh kepastian, perlindungan dan keadilan di dalam kehidupan 

bermasyarakat dan bernegara. Dan saat ini Indonesia telah mampu memiliki 

sarana undang-undang yang memadai baik dari segi kesediaan norma dan 

ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan, penyelenggaraan negara 

saat ini berjalan sesuai dengan prosedur dan ketentuan negara hukum. Danhasil 

kedua dapat disimpulkan teks atau norma/kaidah yang tercantum dalam Pasal 16 

ayat (1) huruf m dan ayat (7) UUJN- P beserta penjelasan pasal demi pasal telah 

memenuhi kepastian hukum (jelas, tegas dan tidak multi tafsir) terhadap 

kewenangan notaris sebagai pejabat umum pada keadaan darurat praktek 

penandatangan akta wasiat di Ruang ICU Rumah Sakit. 
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